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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan 

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan 

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka 

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka 

diperlukan pembangunan dibidang kesehatan. 

Kesehatan merupakan hal yang utama dalam kelangsungan hidup setiap 

individu, dimana tanpa kesehatan mustahil seseorang dapat melangsungkan 

kehidupannya. Hal ini sangat berhubungan erat dengan ketahanan sebuah bangsa, 

bangsa yang besar dan kuat harus mampu terlebih dahulu menciptakan rakyat yang 

sehat. 

Dalam Sistem Kesehatan Nasional disebutkan, bahwa kesehatan 

menyangkut semua aspek kehidupan yang ruang lingkup dan jangkauannya sangat 

luas dan kompleks. Soekidjo menegaskan bahwa hal kesehatan seseorang tidak 

hanya diukur dari aspek fisik, mental dan sosial saja, tetapi juga diukur dari 

produktifitasnya.
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Soekidjo Notoatmojo, 2003, Penelitian dan Perilaku Kesehatan, Cetakan Pertama, PT 

Rineka Cipta, Jakarta, hlm 3-4   
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Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan, dan Pasal 28 H Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan: 

“Bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan 

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh 

pelayanan kesehatan”. 

Pengertian Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, 

spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif 

secara sosial dan ekonomis. Ilmu kesehatan merupakan salah satu bidang ilmu 

yang mengalami perkembangan paling cepat dimasa sekarang ini. Pengetahuan 

tentang kesehatan perlu dikembangkan untuk mengantisipasi banyaknya rintangan 

dalam era globalisasi ini.
2
 

Pembangunan kesehatan diselenggarakan berasaskan perikemanusiaan, 

keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, 

keadilan, gender, dan nondiskriminatif dan norma-norma agama. Apabila 

kemajuan pembangunan kesehatan tidak diimbangi dengan semangat 

kemanusiaan, akan menimbulkan tindak pidana baru yang dapat menimbulkan 

gangguan berupa kerugian materil maupun immateril bagi masyarakat. Semakin 

pesatnya pembangunan kesehatan semakin marak pula penyimpangan dan 

berbagai macam kejahatan dibidang ilmu kesehatan, seperti halnya tindak pidana 

dalam mengedarkan sediaan farmasi yang tidak mempunyai izin edar. 

                                                           
2
Amri Amir, 1997, Bunga Rampai Hukum Kesehatan, Widya Medika, Jakarta, hlm 87  
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Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik. 

Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan 

untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi 

dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, 

peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. Sediaan farmasi dan alat 

kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar. Peredaran sediaan 

farmasi dan alat kesehatan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 

orang-orang yang memiliki hak dan izin edar dan bertujuan untuk memindah 

tangankan ataupun menyebarluaskan bahan farmasi, dan bagi kalangan yang 

mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan tanpa adanya izin dinyatakan 

telah melakukan tindak pidana. 

Perlunya izin mendistribusikan sediaan farmasi dari Badan Pengawas Obat-

Obatan dan Makanan (BPOM) karena obat mempunyai kedudukan yang khusus 

dalam masyarakat karena merupakan produk yang diperlukan untuk memelihara 

dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Namun demikian, penggunaan obat yang 

salah, tidak tepat dan tidak rasional dapat membahayakan masyarakat. Tujuan dari 

pemberian izin dalam peredaran sediaan farmasi adalah untuk melindungi 

masyarakat dari sediaan farmasi yang tidak memenuhi syarat (TMS), melindungi 

masyarakat dari penyalahgunaan dan salah penggunaan sediaan farmasi dan alat 

kesehatan. 

Maraknya peredaran sediaan farmasi membuktikan masih lemahnya 

pertahanan Indonesia dari serbuan hal-hal yang membahayakan, penyebab utama 

dari peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar ini adalah dikarenakan harga yang 
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jauh lebih murah. Pada kasus yang penulis analisa, sesuai putusan perkara nomor 

800/Pid.Sus/2019/PN.Pdg yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan 

tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi 

dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” majelis hakim menjatuhkan 

pidana terhadap terdakwa penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama 

terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah) 

Subsidair 1 (Satu) bulan kurungan dengan barang bukti berupa 3 (tiga) macam 

obat psikotropika dan obat-obat tertentu, serta obat keras sebanyak 81 (delapan 

puluh satu) macam, secara kronologis penggagalan penyelundupan barang ilegal 

ini berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Psikotropika 

melalui sarana ilegal yang berlokasi di sekitaran perumahan, kemudian, tim dari 

Padang melakukan Penyelidikan di rumah terdakwa dan para saksi melihat ada 

pengantaran paket yang dicurigai, setelah para saksi melakukan pemeriksaan 

terhadap paket tersebut, hasilnya psikotropika berkedok aksesoris dan dilanjutkan 

melakukan pemeriksaan ke rumah terdakwa dimana terdakwa tidak memiliki izin 

Apotek atau Pedagang besar Farmasi dan saat itu terdakwa mengakui bahwa 

Psikotropika diduga palsu dan tidak memiliki izin edar. Kurangnya informasi 

dikalangan masyarakat terkait akibat yang ditimbulkan karena adanya peredaran 

sediaan farmasi dan sanksi yang ditimbulkan apabila mengedarkan sediaan farmasi 

tanpa izin tersebut. Banyaknya faktor yang menghambat dalam pemberantasan 

sediaan farmasi tanpa izin edar oleh penegak hukum terhadap masyarakat yang 

masih menjual bebas sediaan farmasi tanpa izin edar. Setiap orang atau badan 

hukum dilarang : 
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(1) Menyalahgunakan sediaan farmasi yang berupa narkotika dan psikotropika 

(2) Memproduksi, menyimpan, mengedarkan, serta menggunakan narkotika dan 

psikotropika apabila tidak mengindahkan persyaratan dan ketentuan Undang-

undang 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian  

dengan judul “ Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana 

terhadap Pelaku Tindak Pidana yang dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan 

Farmasi Berupa Obat yang Tidak Memiliki Izin Edar” (Studi Kasus Nomor : 

800/Pid.Sus/2019/PN.Pdg) 

B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah 

diatas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana 

terhadap pelaku tindak pidana yang dengan sengaja mengedarkan sediaan 

farmasi berupa obat yang tidak memiliki izin edar terhadap perkara putusan 

Nomor 800/Pid.sus/2019/PN.Pdg? 

2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pertimbangan Hhkim 

dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang dengan 

sengaja mengedarkansediaan farmasi berupa obat yang tidak memiliki izin 

edar terhadap perkara putusan Nomor 800/Pid.sus/2019/PN.Pdg? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana 

terhadap pelaku tindak pidana yang dengan sengaja mengedarkansediaan 

farmasi berupa obat yang tidak memiliki izin edar terhadap perkara putusan 

Nomor 800/Pid.sus/2019/PN.Pdg 

2.  Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana 

yang dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi berupa obat yang tidak 

memiliki izin edar terhadap perkara putusan Nomor 800/Pid.sus/2019/PN.Pdg. 

D. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. 

Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan ini merupakan 

penelitian dengan cara meneliti pustaka, yakni menggunakan berbagai data 

sekunder seperti peraturan peundang-undangan, keputusan pengadilan, teori 

hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.
3
 

Penelitian yang dilakukan penulis lebih menekankan kepada pendekatan 

keputusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan 

mengenai kasus yang ditangani. 

2. Sumber Data 

                                                           
3
Bambang Suggono,1996, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

hlm 12 
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  Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data 

sekunder. Data sekunder yaitu, data yang diperoleh atau berasal dari bahan 

kepustakaan yang termasuk dalam data sekunder yaitu: 

a. Bahan Hukum Primer. 

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang membuat 

orang lain taat dan mematuhinya, seperti Undang-undang dan putusan 

hakim.
4
terdiri dari : 

1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

2) Putusan pengadilan Nomor 800/Pid.Sus/2019/PN.Pdg 

b. Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang 

merupakan dokumen yang tidak resmi, publikasi tersebut terdiri daribuku-

buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan 

hukum, surat kabar, dan sebagainya.
5
 

c. Bahan hukum tersier 

Bahan hukum tersier bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus 

hukum, ensiklopedia, dan indeks komulatif.
6
 

3. Teknik Pengumpulan Data 

                                                           
4
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,2018, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat, PT Raja Grafindo Persada, hlm 12 

5
Zainuddun Ali,2016, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 54 

6
 Ibid, hlm 13 
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Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

studi dokumen, studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara 

mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari 

perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal hukum, kamus 

hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Bahan dan literatur 

yang dipakai berkaitan dengan kasus hukum yang sedang penulis analisa.
7
 

4. Analisa Data 

Setelah data yang diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara 

analisis kualitatif, yang maksudnya adalah analisis data yang dilakukan 

dengan cara menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek 

dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap 

permasalahn yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan.
8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Media Sosial, 2014,Studi Dokumen,Http://nashiha-sosmed.blogspot.cp.id/2014/07/studi-

dokumen-kajian-dokumen.html,diakses pada hari Senin tanggal 30 maret 2020, Pukul 14:06 WIB  

8
Bambang Sunggono, LocCit 

http://nashiha-sosmed.blogspot.cp.id/2014/07/studi-dokumen-kajian-dokumen.html,
http://nashiha-sosmed.blogspot.cp.id/2014/07/studi-dokumen-kajian-dokumen.html,
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